DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI I DPR RI
KE PROVINSI JAWA BARAT
MASA RESES PERSIDANGAN Il TAHUN SIDANG 2023-2024
6 DESEMBER 2023

l. PENDAHULUAN
A. DASAR KUNJUNGAN KERJA
Pelaksanaan kunjungan kerja didasarkan pada hasil rapat
konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan pimpinan Alat
Kelengkapan Dewan, serta Keputusan Rapat Intern Komisi || DPR
RI.

Tim Kunjungan Kerja Komisi Il DPR-RI ke Provinsi Jawa Barat
berjumlah 16 (Enam belas) Orang Anggota, yang dipimpin oleh
Wakil Ketua Komisi Il DPR-RI Saan Mustopa, M.Si (F-P Nasdem).

Nama-nama anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi Il DPR RI ke

Provinsi Jawa Barat selengkapnya adalah sebagai berikut:

: KETUA TIM
1 A-367 Saan Mustopa, M.Si.
Wakil Ketua Komisi II/ F-P Nasdem
2 A-248 Hj. Aidah Muslimah, S.E. Anggota/ F-PDI P
3 A-246 Dr. Hj. Rosiyati M.H. Thamrin, S.E., M.M., M.H. Anggota/ F-PDI P
4. A-165 H. Yadi Srimulyadi Anggota/ F-PDI P
5 A-273 Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA. Anggota/ F-P Golkar




A-075

H. Ahmad Muzani

6. Anggota/ F-P Gerindra
7. A-126 Drs. Difriadi Anggota/ F-P Gerindra
8. A-390 Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si. Anggota/ F-P. Nasdem
9 A-394 Kamran Muchtar Podomi, S.T. Anggota/ F-P. Nasdem
10. A-056 H. Haruna, M.A., M.B.A. Anggota/ F-PKB

1. A-528 Rezka Oktoberia Anggota/ F-P Demokrat
12, A-533 H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M. Anggota/ F-P Demokrat
13. A-541 H. Mohammad Muraz, S.H., M.M. Anggota/ F-P Demokrat
14, A-428 Teddy Setiadi, S.Sos. Anggota/ F-PKS

15, A-484 Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si. Anggota/ F-PAN

16. A-428 Paulus Ubruangge Anggota/ F-PAN

7.1 Dahliya Bahnan, S.H., M.H. Kepala Bagian Sekretariat Komisi Il
18] Muhdar Yusa, S.Sos. Sekretariat Komisi Il
19| — Syaiful Hadi Sekretariat Komisi |l
20.| Eko Supriyanto, S.Kom. Protokol Komisi Il
27 | Satya Alvino Pinandito, M.A. Tenaga Ahli Komisi Il
2 | - Abrar Amir, MAP. Tenaga Ahli Komisi I
23 | Moch. Andri Nurdiansyah Pemberitaan DPR RI
u | Ronni Sundoro Pengemudi Bus DPR R

Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh Kabag dan Staf Sekretariat

Komisi 1l DPR-RI, Tenaga Ahli

Pemberitaan  dan

Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi

Parlemen,

Il DPR-RI, bagian

serta utusan  dari

I DPR RI, yaitu




Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Negara, Pejabat KPU RI

dan Pejabat Bawaslu RI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

. WAKTU KUNJUNGAN KERJA RESES

Kunjungan Kerja Komisi Il DPR RI ke Provinsi Jawa Barat dalam
rangka Reses Masa Persidangan Il Tahun Sidang 2023-2024
dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2023.

. RUANG LINGKUP

Pada kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat ini, Komisi Il DPR RI
mengadakan pertemuan dan dialog dengan yang mewakili Pj.
Gubernur Provinsi Jawa Barat Bapak Bey Triadi Machmudin, S.E.,
M.T, beserta para pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, selain
itu juga hadir Pejabat Kemendagri, Pejabat Setneg, Pejabat KPU
RI, Pejabat Bawaslu RI, KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu
Provinsi Jawa Barat beserta jajaranya. Dalam kunjungan ini, Komisi
Il DPR RI melakukan kegiatan pengawasan, menyerapan aspirasi
dan dialog dengan berbagai pihak dan stakeholder terutama
dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan mitra kerja Komisi I
di daerah. Kunjungan itu dimaksudkan untuk melaksanakan tugas
dan fungsi dewan dalam bidang pengawasan terkait dengan
Kesiapan dan Persiapan Pemilu 2024 serta ruang lingkup tugas
dan fungsi Komisi Il DPR RI.

Beberapa topik yang menjadi fokus perhatian Komisi Il DPR RI
dalam kunjungan kerja reses yakni berbagai hal yang berkaitan
dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak 2024,
termasuk kendala yang dihadapi dan potensi masalah yang
mungkin muncul, diantaranya adalah mengenai DPT, sosialisasi
dan koordinasi, khususnya pada tahapan kampanye, keseragaman
pemahaman terhadap regulasi yang ada, dukungan pemerintah

daerah kepada penyelenggara pemilu, pengadaan dan



penyimpanan logistik pemilu, serta pelibatan masyarakat dalam

mendukung tugas-tugas penyelenggara, dan lain sebagainya.

Dalam kunjungan kerja reses ini Komisi Il DPR RI juga ingin
mengetahui sejauhmana proses NPHD untuk pelaksanaan Pilkada
Serentak 2024 yang telah direalisasikan oleh Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Barat kepada KPU dan Bawaslu

di daerahnya masing-masing.

Seluruh data, informasi, maupun masukan yang diperoleh dari
kunjungan kerja ini akan menjadi catatan penting bagi Komisi Il
DPR RI untuk nantinya ditindaklanjuti pada rapat-rapat dengan
Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi Il DPR RI serta dengan
pihak-pihak terkait lainnya.

HASIL KUNJUNGAN KERJA DI KANTOR GUBERNUR JAWA
BARAT

A. Sambutan Pimpinan Komisi Il DPR RI

Kunjungan Kerja Komisi Il DPR RI ini merupakan kegiatan kunjungan
kerja reses Komisi Il DPR RI Masa Persidangan Il Tahun Sidang 2023-
2024, dimana pada kunjungan kerja reses kali ini, Komisi Il DPR RI
secara khusus menitikberatkan pada evaluasi dan pengawasan terkait
persiapan dan kesiapan penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak
Tahun 2024, dimana salah satu daerah yang menjadi tujuan kunjungan
Komisi Il DPR RI adalah Provinsi Jawa Barat. Disamping itu, Komisi Il
DPR RI juga melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera

Utara dan Provinsi Bali.

Terkait dengan tahapan Pemilu Serentak 2024, KPU beserta
jajarannya telah melaksanakan beberapa tahapan. Demikian pula
Bawaslu dalam konteks pengawasan terhadap penyelenggaraan
tahapan tersebut. Pada saat ini kita telah memasuki tahapan
kampanye yang akan berlangsung hingga tanggal 10 Februari 2024

nanti. Apabila kita hitung dari hari ini, maka tersisa kurang lebih 70 hari



bagi kita semua untuk tiba pada tahap yang paling ditunggu-tunggu,

yaitu pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 14 Februari 2024.

Pada kunjungan kerja yang dilaksanakan ini, Komisi 1l DPR RI
disamping bertujuan untuk dapat melihat langsung kesiapan
penyelenggara pemilu di daerah dalam melaksanakan tahapan pemilu,
juga ingin mendapatkan gambaran secara utuh terhadap berbagai
permasalahan yang masih dihadapi oleh pemerintah daerah maupun
penyelenggara pemilu dalam upaya menyukseskan agenda besar
nasional ini. Terlebih lagi Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi
dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, dimana jumlah DPT
Provinsi Jabar untuk Pemilu serentak 2024 adalah sebanyak
35.714.901 pemilih, atau sekitar 17,4% dari total DPT secara
keseluruhan yang berjumlah 204.807.222 pemilih.

Provinsi Jawa Barat selalu menjadi salah satu barometer ataupun tolak
ukur dalam setiap perhelatan Pemilu di Indonesia. Untuk itu, kesiapan
penyelenggara Pemilu di Jawa Barat dalam melaksanakan setiap
tahapan menjadi fator yang paling krusial agar penyelenggaran Pemilu
dapat berjalan dengan lancar, damai, aman, dan kondusif. Disamping
itu, tentu saja dibutuhkan pula dukungan dari Pemerintah Daerah dan
berbagai pemangku kepentingan lainnya (termasuk masyarakat)
dalam upaya menyukseskan Pemilu Serentak 2024 di wilayah Provinsi

Jawa Barat.

Komisi Il DPR RI melalui kunjungan kerja kali ini berharap dapat
memperoleh berbagai informasi maupun masukan terhadap hal-hal
yang telah, sedang, maupun akan dilaksanakan oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, KPU Provinsi Jawa Barat, dan Bawaslu Provinsi
Jawa Barat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu
Serentak 2024, termasuk kendala yang dihadapi dan potensi masalah
yang mungkin muncul, diantaranya adalah:

e Terkait Daftar Pemilih Tetap;



e Terkait sosialisasi dan koordinasi, khususnya pada tahapan
kampanye;

e Terkait keseragaman pemahaman terhadap regulasi yang ada;

e Terkait dukungan pemerintah daerah kepada penyelenggara
pemilu;

e Terkait pengadaan dan penyimpanan logistik pemilu;

e Terkait pelibatan masyarakat dalam mendukung tugas-tugas

penyelenggara; dsb.

Disamping itu, Komisi Il DPR RI secara khusus juga ingin mengetahui
sejauhmana proses NPHD untuk pelaksanaan Pilkada Serentak
Tahun 2024 telah direalisasikan oleh Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Barat kepada KPU dan Bawaslu di

daerahnya masing-masing.

Komisi Il DPR RI juga telah menyampaikan pertanyaan secara tertulis,
dan kami harapkan akan memperoleh penjelasan yang lebih detail dan
tajam terkait dengan materi pertanyaan yang telah kami sampaikan
tersebut. Hal-hal lainnya akan disampaikan pula oleh Anggota Komisi
Il DPR RI pada diskusi nanti.

Untuk mengefektifkan waktu yang ada, saya mempersilahkan para
mitra untuk menyampaikan paparannya, dimulai dari Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, yang akan disampaikan oleh Pejabat Gubernur
Jawa Barat. Selanjutnya pemaparan oleh KPU Provinsi Jawa Barat,
dan dilanjutkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kami juga nanti
akan mempersilahkan unsur dari Forkopimda yang hadir pada hari ini

untuk menyampaikan pandangannya.



B. Paparan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

@ dirdukes i

POINTER
PERSIAPAN DAN KESIAPAN PEMILU
SERENTAK TAHUN 2024

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI JAWA BARAT : :
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PENDUDUK

4 Y
e L . GAMBARAN PENDUDUK JAWA BARAT
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24.471.2088
e

Penduduk Terbanyak :
1. Bogor (5.495.372)

2. Bandung (3.723.179)
3. Bekasi (3.172.833)

Penduduk Terkecil :

1. Kota Banjar (208.135)

2. Kota Cirebon (348.912) 3000
3. Kota Sukabumi (361.581) %00 00 2608 9 Shei

KAB.
CIANJUR
2516416

Data Agregat Kependudukan | Semester 12023 © @ ®




JUMLAH PENDUDUK JAWA BARAT dvdukce |
SEMESTER | TAHUN 2023

KODEWIL ~ KABUPATEN/KOTA

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

80GOR 5495372
BANDUNG 3723079
BEKAS
SUKABUN  ————— 7,775
GARUT  e————— 2,770,532
KOTABANDUNG  e— 555,157
KARAWANG . e—— ) 51 582
CANIUR  e— 516,41
KOTABEKAS!  —— .55, 19
CREION  e—— 420,953
TASIKMALAYA  S— 1947 445
KOTADIPOK  e— 1527 567
NDRAMAYL . ee— 1,520,505
BANOUNG BARAT  e— 1,534,256

PURWAKAATA  me— 1,029,561

KOTATASKOMAAYA e 752,546 175,005
KOTACIMAH
Bt i 1249193 2. 1247005
967167
KOTASUKA 6742
XOTAC 382072 |
KOTABANIAR mm 208,135 104845
1,000,000 2,000,000 ,000,000 5,000,000 6,000,000 04

STRUKTUR UMUR PENDUDUK JAWA BARAT (%)
(GENERASI Z TERTINGGI) TAHUN 2023 SEMESTER |
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15.41
13.69
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- () 2
- |
~ I
PEY
POST GENZ GENERASI Z MILENIAL GENERAS! X BABY BOOMER PraEOOMER
15.01% 2.3% 23,10% 21,43% 13,69% 2,00%
Usia 0-9 tahun Usia 10-24 tahun Usia 25-39 tahun Usia 40-55 tahun Usla 56-74 tahun Usia 75+ tahun

‘Sumber - otabose SIAK Provinsi Jowo Barot Hosi Konsofidosi per 30 Juni 2023

Jumlah Penduduk Jawa Barat dsdukics i

Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Semester | Tahun 2023
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REKAPITULASI DP4
JAWA BARAT PER 1 DESEMBER 2023

DP4 Pemula Jawa Barat:
1,543,280

Total DP4 Pemula: 1,543,280
Meninggal/Nonaktif : 5,382

Progress DP4 Pemula :
1,537,898
Rekam: 919,544 (59.79%
Belum Rekam: 618.354
Total DP4 Jawa
Barat:
35,887,431

Total DP4 : 35,887,431
Meninggal/Nonaktif : 212,780
Progress DP4 : 35,674,651
Rekam: 35,051,856 (98.25%)
Belum Rekam: 622.796

Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi , disdukcop i

Administrasi Kependudukan
PROGRESS PEREKAMAN DP4 JAWA BARAT
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Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil per 1 Desember 2023

Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi @Mum%l

Administrasi Kependudukan
PROGRESS PEREKAMAN DP4 PEMULA JAWA BARAT

PROGRESS PEREKAMAN DP4 PTLPRES 2024 - PEMULA

Jumiah DP4 Jumish DP4 Perskaman DP4
(samals Docarber 2032) | purmanan cterens [ (progrese)
Witayah onaktif

Maminggal (IabjKota)
r Total w r Total  Rekam  BlmRekam %

il owmom] S| | ey e om | smtonityess | s S oo A
ﬂﬁa%ggaﬂﬁ

1 18.670] " 49.56%|

17,40 17,026/ 5055

31483 21,534] 50,35
2703713927
1336938,

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil per 1 Desember 2023



Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan
PROGRESS PEREKAMAN DP4 PEMULA DAPODIK JAWA BARAT

PROGRESS PEREKAMAN DP4 PILPRES 2024 - PEMULA INTEGRASI DAPODIK

Jumish DPa
(semula, Desember 2022)

10,300 5
360 3230
31,030
177 3,588, 5,065 5,760 2,305 71.92%
21,102 )

23] 5. s, 15
1 T —T5Y

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil per 1 Desember 2023

- DATA KEPENDUDUKAN NDUDUKAN

KEPE
8 AYAT (4) BAHWA DATA
N “’J.‘!'sfe';ﬁff :EEPERLUA(N ADALAH DATA KEPENDUDUKAN

LAM NEGERI, ANTARA LAIN PEMANFMTAN:UNTUK

Alokasi Pembangunan
Anggaran Demokrasi

Perencanaan Dana @ data penduduk

Alokasi Umum potensial pemilih §
Alokasi Dana Pemilu (DP4)

Khusus d DAK2
Alokasi Dana Desa § =LA )

POTENSI KERAWANAN PEMILU

PADA TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILU 2024

NIK tidak ditemukan

2. NIK ganda

3. Warga yang telah meninggal dunia masuk
dalam DP4/DPS/DPT

4. Warga yang belum melakukan Perekaman

5. Perubahan status (Pindah
Datang/Nikah/TNI/Polri)

6. Pemusnahan KTP-el

7. NIK bagi WNA unprosedur

10



@ didukegl DUKUNGAN DUKCAPIL TERHADAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Provicial Government
0 + a. Sinkronisasi Data Pemilih dengan Data Penduduk melalui proses pemadanan data VeI 9
dan updating data pemilih yang berubah karena diterbitkannya akta kematian, akta

perkawinan non muslim dan pindah datang; dan.
b. akses data untuk KPU yang akan berfungsi
untuk verifikasi Nomor Identitas Kependudukan (NIK) PR' N SI P

e Pengamanan Data/oleh Pusat Pe n g e | o | aan

Berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk penyerahan data

DP4 kepada KPU; D . | * h
. Melakukan enkripsi 11 elemen data dengan menggunakan metode Advanced ata Pe m I I

Encryption Standard (AES) 256;

Membangun sistem untuk melakukan proses enkripsi dengan menggunakan kunci
dari BSSN; dan

Kunci enkripsi dan dekripsi disimpan pada padlock yang sudah disepakati antara
Ditjen Dukcapil dan KPU

2

o

o

a

DAPAT DIAKSES
a. Penuntasan target perekaman KTP-el utama, yaitu wajib KTP sampai dengan 14 Februari MASYARAKAT

2024 melalui perekaman jemput bola;
b. Mulai melakukan perekaman wajib KTP pemula tahun 2023 dan tahun 2024 melalui

perekaman ke sekolah-sekolah dan gerakan Dukcapil Goes To Campus; JAMINAN
c. Entri NIK baru dengan usia lebih dari 17 tahun wajib langsung dilakukan perekaman KTP- KERAHASIAAN DAN
e; dan KEAMANAN DATA
d. Pendataan penduduk terlantar untuk kaum marginal atau miskin ekstrim, orang dengan PRIBADI

gangguan jiwa (ODGJ), nara pidana, disabilitas, daerah terpencil dan transgender.

PERSIAPAN DUKCAPIL
MENJELANG PEMILU 2024

Perekaman KTP-el Jemput Bola

Menonaktifkan wajib KTP belum
rekam yang sudah meninggal,
pindah tanpa lapor atau tidak
ditemukan

n Melakukan pemilahan data

COxUT | penduduk bagi daerah yang
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH .
mengalami pemekaran desa/kel
AKAN BERAKHIR TANGGAL 14 MARET 2023 yang belum tuntas

Perlu dilakukan percepatan perekaman dan A Penonaktifan data WNA yang
merapilian data pendudik dientri sebagai WNI

~

LANGKAH/UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH DISDUKCAPIL J

JABAR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA & PENERBITAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PEMILIH

11
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STRATEGI PENINGKATAN PEREKAMAN KTP-EL

Melakukan jemput bola Adakan alat dari APBD
perekaman bagi diperuntukan untuk
penduduk rentan pembelian alat rekam
adminduk ke panti-panti, Mobile Enroliment

yayasan-yayasan dll M2M dan 1 tak
untuk disabilitas, odgj, Alaichs PrMences

LAT

anak jalanan, komunitas
adat terpencil) secara
rutin dan/atau sesuai
permintaan
instansi/kelompok
masyarakat

PEND. RENTAN
PENGADAAN A

Q‘dbdulﬁc il

1351 © =0 NP = 34a 65% @ Jubas
Sukseskan pemil... :

% Mglsoml. & 0 3 €

<I ANTARA

FASILITASI PERCEPATAN PEREKAMAN \
BAGI WARGA GUNA SUKSES

Sukseskan pemilu 2024, Disdukcapil PEMILU 2024
gencarkan perekaman KTP-El

Perekaman KTP-el bagi WNI yang
sudah berusia lebih dari 17 tahun
atau yang telah menikah tapi belum
berumur 17 tahun dan belum
\ melakukan Perakaman KTP-el J

Perekaman/Penerbitan KTP-el

| disdukca il
1901 e - - e ea%E Jabat
REPUBLECA
NETWRK =
EGAEID GAYA HIDUP  NEWS  KOMUNIT o

Disdukcapil Depok Jemput
Bola Perekaman KTP-EI di
Lima Sekolah

Have Fasilitasi Perekaman wajib

KTP-el bagi Pemula ke
sekolah-sekolah/

Layanan Jumput Bola

DEPOK--Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota
Depok melakukan layanan jemput bola
enduduk

Depok. Senin (20/6/2022). Sebanyak
261 siswa di SMAN 4 Depok menjadi

Perekaman/Penerbitan KTP-el bagi Pelajar

12



1430 mm 4 - “ xe disdukca il
= moosau@wewscon @@ e e —Jabar

News Daerah  Olahraga  Nasional Intern r F
News, Utama Sinkronisasi NIK, ﬂ’ﬁ\
J NOTARESEPAGA

Jelang Pemilu 2024, Lapas Pengecekan Sidik Jari ™
Cikarang Gandeng /Iris Mata/Face KATOR WAV RBTERIAN W01 D HAKAGAST NI O AT
Disdukcapil Lakukan Detection terhadap PORNTAN W PRV WA Y
% s TENTANG
Pemutakhiran Data Pemilih Warga Binaan PEAUTAKOIRAN DATA AOMINISTRAS! KEPENOUDUKAN BAG
Pemasyarakatan
yang belum diketahui NOHOR : VLI BIIAL2 Tohin 203
: . NOWOR. © ZSUPMDOGDISDURCRL
identitas

Paca i, Setin, gl tiga beas b Maret abun i i i ks
kependudukannya (1343-2023), bertenpst & Bocug, kams yong bertandotangen  beweh

L R ANDIKA DWL FRAETYA Kesws otix Wiy Kemereran

o don ok Aczs Mot Jowa

n

Manuais Jawa Berst, selsnjdrye dietit
PINA KESATU.
1L M) INORASTUTI OUNORA DEWI 8. PR Kepala Dinas Kependidan cin

CIKARANG- Menijelang pelaksanaan ]
pemilihan umum 2024, Lapas Cikarang mlmmmmmm:;;
gandeng Dinas Kependudukan Dan 10 Noret 2023, doam hal il bertndsk
Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten G 225 rama Pemeritah Doeran

Bekasi lakukan pemutakhiran sena@ PIHAK KEDUA
sinkronisasi data dan NIK, penerbit

(N ketikNews <o = @ ddukesl

isata  Ragam Indonesia  Life| o

News

()  Nasional ( \
Akreicarnation jadi Fasilitasi Penerbitan
Dokumen Penting Jelang Akta Kematian bagi WNI
Pemilu 2024, Berikut s
Alasannya yang telah meninggal
YGS;?:S'::?\IZC::‘:IQI 2023 |13:28 WiB dunia da n maSih

= tercatat dalam Data
J ! Kependudukan dalam
4 ‘/ 4 rangka update data
/ A \ pemilih j
7 )
Penerbitan Akta Kematian
gdmmw MITIGASI POTENSI
PERMASALAHAN PEMILU
Ribuan E-KTP yang Berceceran di Serang Dibuang (e icNafiaN KTp-cl HARUS SETIAP HARI DILAKUKAN
Oknum Staflcecamatan [PEMUSNAHAN TERSEBUT TIDAK HARUS DI UPLOAD DI SOSIAL MEDIA]

Temuan Sekarung e-KTP, Dirjen Dukcapil
Pastikan Tak Ada Sistem Keamanan yang
Jebol

Hari Artyanti o o

Ribnian fervtar & KTP diermukan berserakan d dekat samsoh singge jtan Kamgung Bangarsan, Cikande. Serarg (Foto
SPDOvews)

Pemusnahan blanko rusak, data valid,
pergantian elemen data dilakukan
setiap hari
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Dukcapil Denpasar Buka Suara soal WN MITIGASI POTENSI
Suriah dan Ukraina Punya KTP WNI PERMASALAHAN PEMILU

kumparanNEWS @ #
1030 @ WARGA NEGARA ASING YANG DI ENTRI SEBAGAI WARGA NEGARA

8 Maret 2023 22:36 - waktu baca 2 menit

INDONESIA
PERLU KEHATI-HATIAN PENERBITAN NIK BARU BAGI PENDUDUK USIA

DEWASA

Polisi Periksa Dua Oknum Disdukcapil Kota
Kendari yang Nekat Palsukan KTP WNA Asal
Tiongkok

SOV LS M

Penerbitan NIK untuk Qrang  Dewasa harus
diverifikasi minimal oleh Kepala Bidang. Untuk
yang wajahnya mirip  dengan WNA mohon
ditanyakan menggunakan bahasa Indonesia atau
bahasa Daerah dan ditanyakan paspornya.

& dilduhcw

TERIMA KASIH
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA'BARAT

C. Paparan KPU Provinsi Jawa Barat

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILU TAHUN 2024

Tingkat Provinsi Jawa Baral

JUMLAH KECAMATAN JUMLAM DESAKELURAAN
JUMLAH TPS
140.457 17.756.087

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) '
35.714.901

JUMLAK KABUPATEN/KOTA

\ 4

L \J

CA
JUMLAH LOKASI KHUSUS
JUMLAH TPS KHUSUS

TOTAL PEMILIH DISABILITAS
JUMLAH PEMILIH LOKAS! KHUSUS

28.760
&
ugu"ﬁunm b babarengan

© jsborkpugoid (@) kpuprovinsiobar (f | KpuMroviabar (W) kpu_proviebar (@) KPU Provinsl Jawa Barat

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWABARAT

KOMIS! PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILU TAHUN 2024
ﬁg&z«f Provingi Jawa Baral

JUMLAH PEMILIH
BERDASARKAN GENERASI

53518 E i

U255%unan 1b babarengan

© kpuprovimsiobar | f  KpuProviobar (W kpu_provicbar | ©  KPU Provinsl Jowa Baral

5.509.677

o’ Vi) A

p

,"/vl‘l ’ l\l LIS

© joborkpu.goid

JUMLAH PEMILIH BERUSIA 17 TAHUN SAAT 14 FEBRUARI 2024
JUMLAH PEMILIH BERUSIA 17 TAHUN SAAT 14 FEBRUARI 2024 DI JAWA BARAT SEBANYAK
634,509 PEMILIH DENGAN RINCIAN LAKI LAKI SEBANYAK 326,606 DAN PEREMPUAN

SEBANYAK 307,903

» JUMLAH PEMILIH GANDA

JUMLAH PEMILIH GANDA SUDAH TIDAK ADA DI JAWA BARAT

» JUMLAH PEMILIH NON KTP-EL

JUMLAH PEMILIH NON KTP-EL YANG TERDAPAT DI DPT JAWA BARAT SEBANYAK 687,805 PEMILIH

JUMLAH PEMILIH TIDAK DIKENAL

JUMLAH PEMILIH TIDAK DI KENAL SUDAH TIDAK ADA DI JAWA BARAT

p> JUMLAH PEMILIH YANG DIBAWAH USIA 17 TAHUN DAN BELUM MENIKAH
JUMLAH PEMILIH YANG DIBAWAH USIA 17 TAHUN DAN BELUM MENIKAH

SUDAH TIDAK ADA DI JAWA BARAT
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSIJAWABARAT

JUMLAH PEMILIH ALIH STATUS TNI/POLRI

BERDASARKAN DATA YANG DITURUNKAN KPU RI JUMLAH PEMILIH YANG ALIH STATUS MENJADI
TNI/POLRI SEBANYAK 535 PEMILIH DAN SETELAH DIVERIFIKASI OLEH PPK DAN PPS 2 ORANG
DINYATAKAN BUKAN ANGGOTA TNI/POLRI SEHINGGA JUMLAH PEMILIH YANG ALIH STATUS
MENJADI TNI/POLRI SEBANYAK 533 PEMILIH.

Kemudian pada bulan Oktober diturunkan kembali data pemilih Alih Status menjadi TNI POLRI seban
143 pemilih dan pada saat ini masih dalam proses verifikasi di tingkat PPS dan PPK.

P> JUMLAH TPS LOKASI KHUSUS YANG TELAH DITETAPKAN, DAN
JUMLAH DPT DI MASING-MASING LOKASI KHUSUS TERSEBUT

JUMLAH PEMILIH LOKASI KHUSUS DI JAWA BARAT SEBANYAK 28,760 PEMILIH DENGAN TOTAL
50 LOKASI DAN 130 TPS YANG TERSEBAR DI 24 KABUPATEN/KOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
J:| PROVINSIJAWA, BARAT

> JUMLAH PEMILIH YANG SUDAH MENINGGAL TETAPI MASIH TERCANTUM DALAM DPT
BERDASARKAN DATA YANG TURUN DARI KPU RI PADA BULAN SEPTEMBER 2023 DI PEROLEH
DATA MENINGGAL SEBANYAK 23,252 PEMILIH DAN SETELAH DIVERIFIKASI TERDAPAT 179

PEMILIH YANG DINYATAKAN MASIH HIDUP. SEHINGGA DATA MENINGGAL YANG MASIH
TERCANTUM DALAM DPT SEBANYAK 23,073 PEMILIH.

Kemudian pada bulan Oktober diturunkan kembali data meninggal dari KPU RI sebanyak 21,334
PEMILIH dan pada saat ini masih dalam proses verifikasi di tingkat PPS dan PPK.

> JUMLAH PEMILIH YANG SUDAH BERPINDAH DOMISILI MASUK DARI LUAR PROVINSI, DAN
BERPINDAH DOMISILI KELUAR PROVINSI

JUMLAH PEMILIH YANG SUDAH PINDAH MASUK SEBANYAK 16,951 PEMILIH DAN
BERPINDAH KELUAR SEBANYAK 16,907 PEMILIH

MILIHAN UMUM
ARAT

/pigqj,am /m Wlﬂfﬂw
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PEMILIMAN UMUM
IST JAWA BARAT

METODE KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

siavor (£) Kpuproviobor
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWABARAT

» KESIAPAN KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JABAR PADA TAHAPAN

KAMPANYE PEMILU 2024

« Terkait Jadwal Kampanye, akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 s.d 11 Februari 2024.

«Terkait Alat Peraga Kampanye, Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 270 Tahun 2023
tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024

Bentuk Koordinasi

«Provinsi Jawa Barat dengan pihak Kepolisian Penandatanganan Naskah Perjanjian Kersajama dalam
Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

«Bentuk Koordinasi Provinsi Jawa Barat dengan calon peserta Pemilu yaitu sudah dilaksanakan

Sosialisasi, Rakor dan Evaluasi SIDAKAM kepada Partai Politik dan Calon DPD

.| KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU
PROVINSI JAWABARAT Meioyomt

> UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH KPU PROVINSI JABAR AGAR SELURUH JAJARAN

PENYELENGGARA DI SETIAP TINGKATAN BENAR-BENAR MEMAHAMI TUGAS DAN FUNGSI
MASING-MASING, DAN JUGA MEMILIKI PEMAHAMAN YANG SAMA TERHADAP BERBAGAI
PERATURAN YANG ADA

1.Berkoordinasi dengan setiap hirarki tingkatan penyelenggara pemilu baik melalui jalur
komunikasi digital, maupun dengan pertemuan langsung,

2.Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi Jawa Barat yang salah satu konten isinya adalah
mengenai peraturan-peraturan KPU mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing
berdasarkan peraturan yang teraktual.

3.Mengadakan supervisi dan monitoring ke KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat
dengan tujuan untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi dari KPU Kabupaten/Kota di wilayah
Jawa Barat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku

4.Rapat Koordinasi yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap-tahapan atau kegiatan
yang telah dilaksanakan

KOMISI PEMILIHAN UMUM
): PROVINSI JAWABARAT

> KEGIATAN SOSIALISASI TERKAIT ATURAN KAMPANYE KPU KEPADA PARA PESERTA PEMILU
SERTA EVALUASINYA HINGGA SAAT INI

Segera setelah KPU Republik Indonesia Menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Kampanye Pemilihan Umum, KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi PKPU Nomor 15 Tahun 2023
dengan berbagai pihak, antara lain :
« Sosialisasi Penyuluhan Kampanye Kepada Partai Politik dan Calon Anggota DPD pada tanggal 21 September 2023.
« Sosialisasi Penyuluhan Kampanye kepada KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat pada tanggal 21 September 2023.
« Rapat Koordinasi Penentuan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) serta Sosialisasi Regulasi Kampanye
Bersama Pemerintah Daerah dan Stakeholder pada tanggal 20 November 2023
« Rapat Koordinasi (SIDAKAM) kepada KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat pada tanggal 22 November 2023
« Rapat Koordinasi (SIDAKAM) kepada Partai Politik dan Calon Anggota DPD pada tanggal 22 November 2023
« Rapat Evaluasi Penginputan serta Pemantapan penggunaan (SIDAKAM) kepada Partai Politik pada tanggal 29 November
2023
« Rapat Evaluasi Penginputan serta Pemantapan penggunaan (SIDAKAM) kepada Calon Anggota DPD pada tanggal 29
November 2023
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.| KOMISI PEMILIHAN UMUM

J:| PROVINSIJAWA, BARAT

> KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDERS TERKAIT DENGAN MEMPERHATIKAN TITIK-TITIK LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG TIDAK DILARANG OLEH PERDA

Terkait dengan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) PKPU No 15 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa KPU dapat
memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu terutama penentuan titik lokasi pemasangan alat
peraga kampanye, KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Penentuan Titik Lokasi
Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Bersama Pemerintah Daerah dan Stakeholder pada tanggal 20 November
2023.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka harmonisasi antara Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dengan Peraturan
Daerah terkait, selain itu KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan kompilasi Seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota
se-Jawa Barat tentang Pemasangan APK berdasarkan kesepakatan KPU Kabupaten/Kota dengan masing-masing
Pemerintah Daerah, untuk kemudian dituangkan ke dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 270 Tahun 2023
tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga

KOMISI PEMILIHAN UMUM
J:| PROVINSIJAWA, BARAT

> DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI JABAR KEPADA KPU, KHUSUSNYA
TERKAIT FASILITASI SEKRETARIAT, SARANA PRASARANA DAN PENUGASAN PERSONIL UNTUK
PANITIA PEMILIH KECAMATAN MAUPUN PANITA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

Dukungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jabar kepada KPU, khususnya terkait fasilitasi
sekretariat, sarana dan prasarana dan penugasan personil untuk Panitia Pemilihan Kecamatan
maupun Panitia Pemungutan Suara sudah baik, meskipun belum maksimal. Diantaranya terkait
sekretariat yang kurang memadai, sarana prasarana seadanya, belum dilengkapi dengan
komputer/laptop, printer, scanner, dan alat kelengkapan lainnya. Dan belum semua Pemerintah

Daerah di Provinsi Jabar memberikan jaminan asuransi kepada penyelenggara Pemilu.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWABARAT

P> PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN DAN PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILU 2024 TAHAP 1, APA
SAJA KENDALA YANG DIHADAPI OLEH KPU DI WILAYAH PROVINSI JABAR DAN PERSIAPAN
UNTUK PROSES PENGADAAN TAHAP 2

Logistik Tahap 1 yang berupa kotak suara, bilik suara, tinta, dan segel, sudah diterima 100 % di gudang
logistik KPU kabupaten/kota. Sedangkan segel plastik masih dalam proses pengiriman dari penyedia
yang kontraknya berakhir tanggal 7 Desember 2023.

Logistik Tahap 2 yang berupa surat suara, formulir, sampul, dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra (ABTN)
masih dalam proses produksi. Sampai tanggal 5 Desember 2023, baru 3 kabupaten/ kota yang sudah
menerima surat suara DPRD kabupaten/kota yaitu KPU Kabupaten Karawang, KPU Kabupaten Bekasi,
dan KPU Kota Cimabhi.

Data terlampir pada link berikut : https:/bit.ly/LogKPUProvJaBar
- = = - = - = 4 |
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSIJAWABARAT

> PROSES PEMBAHASAN NPHD UNTUK PILKADA SERENTAK 2024 ANTARA KPU
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI JABAR DENGAN PEMERINTAH DAERAH MASING-MASING

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota se Jawa Barat seluruhnya telah melaksanakan penandatangan NPHD
dengan Pemerintah Daerah Masing-masing. Penandatangan NPHD tersebut dilakukan serentak pada tanggal
9 November 2023 bertempat di Aula Gedung Sate Bandung, kecuali Kabupaten Garut yang telah terlebih
dahulu melakukan penandatanganan NPHD pada tanggal 23 Oktober 2023 dan Kabupaten Sumedang Pada
tanggal 20 November 2023.

Seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat juga telah bersepakat terkait besaran anggaran pilkada di daerah
masing-masing walaupun ada beberapa daerah yang tidak dapat memenuhi persentase Pencairan yang
dilakukan 40% di Tahun 2023 dan 60% di Tahun 2024 sesuai dengan Instruksi Kementrian Dalam Negeri.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWABARAT

HATUR NUHUN

jabar.kpu.go.id (; ( / KPU Provinsi Jawa Barat
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D. Paparan Bawaslu Provinsi Jawa Barat

BAWASLU

KESIAPAN TAHAPAN
PEMILU SERENTAK

TAHUN 2024
DI PROVINSI JAWA BARAT

BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT

OUTLINE KESIAPAN TAHAPAN PEMILU

Hasil Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu di Jawa Barat

sil Pengawasan gadaan dan Pendistribusian Logistik Tahap |

HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN DPRD/DPD
DI PROVINSI JAWA BARAT

Bakal Calon Anggota DPD Prov Jabar: JUMLAH DAPIL
SRRy ba!ﬁ\: 55 0rg NO PARTAI JUMLAH BMS PERBAIKAN
b. Jumlah Ms: 7 org

. Jumlah BMS: 48 org 1 PKS A0k

2 PAN 116 9

Bakal Calon Anggota DPRD Prov Jabar: 3 PPP 17 13

a. Jumlah balon : 2130 org (dri 18 parpol) 4 NASDEM o7 10

b. Jumlah MS: 177 org (8,3%) s e 102 8

. Jumlah BMS: 1953 org (91,6%) T 109 7

7 POIP 111 6

FAKTOR DOMINAN PENYEBAB BMS: 8 DEMOKRAT 120 11

a. ketidaksesuaian identitas : (nama berbeda antara KTP 9 PERINDO 72 12
dengan surat pencalonan, NIK dalam SILON dengan KTP R = =z
berbeda, tanggal lahir berbeda antara KTP dengan surat S - 5
pencalonan, dil)

b kek atau dokumen 18 N 120 "
persyaratan yang diupload kedalam SILON (tidak A UANURR = 3
melampirkan ijazah terlegalisir dri lembaga berwenang, 14 sl 107 9
surat keterangan jasmani dan rohani, surat keterangan 15  GERINDRA 100 7
bebas narkoba, surat keterangan dari pengadilan, tanda 16 UMMAT 117 14
bukti terdaftar sebagai Pemilih, dll) 17 GARUDA 120 15

¢ Kekeliruan upload dokumen persyaratan dalam SILON TS i35 15
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CATATAN HASIL PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN DPRD/DPD
DI PROVINSI JAWA BARAT

tingginya jumlah bakal calon yang berstatus BMS (91,6%)
menjadi fokus utama pengawasan Bawaslu untuk
memastikan para bakal calon mengetahui status tersebut
dan memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan dan
melekapi kekurangannya. Serta memastikan tata cara
prosedur perbaikannya dilaksanakan sesuai dgn peraturan
perundang-undangan yg berlaku.

Hal tersebut Upaya melindungi hak bakal calon peserta serta

memastikan bakal calon yg menjdi peserta pemilu
merupakan figur-figur yang berkualitas dan telah
terkualifikasi.

kendala dan pern yg meny status bakal

calon BMS berpotensi menjadi permasalahan di tahapan
selanjutnya. Untuk memitigasi/mencegah munculnya potensi
Sengketa Proses Pemilu maupun Pelanggaran Administratif
Pemilu segala informasi terkait status, dll harus diketahui
secara utuh dan komprehensif, kekurangan harus
diperbaiki/dilengkapi sesuai prosedur yg berlaku yaitu PKPU
10 tahun 2022, PKPU 11 tahun 2023, serta Surat KPU Nomor
690/PL.01.4-SD/05/2023.

Fokus Utama Pengawasan

pencalonan

han perbaikan dokumen persyaratan

andaan pencalonan dan prosedur tindaklanjutnya

Pengamatan ter

Pendokument:
KPU

uruh peristiwa dalam pro

it kepatuhan prosedur dalam proses Verifikasi

HASIL PENGAWASAN PENGAJUAN PERBAIKAN PENCALONAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT

NO. PARTAI

Partal Kebangkitan Bangsa (PKB)

Bawaslu Provinsi Jawa
Barat membentuk tim

Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

fasilitasi pengawasan 3. T
Pencalonan DPRD Paratia Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
untuk mengawasi % pareai Golkar
proses  pelaksanaan =
Pengajuan  Perbaikan * Partal Nasdem
Dokumen Persyaratan . S

rtai Buru
Bakal Calon Anggota
DPRD Provinsi Jawa 7 pyai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
Barat
= i Frovingd) 8 partai Keadilan Sejahtera (PKS)
awaslu Provinsi Jawa
Barat mencatat hasil %  Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
gengawasan Buriiolia 10, Partal Hati NUrani Rakyat (HANURA)
engajuan  Perbaikan
Dokir:\en Persyaratan 11 Partal Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
Bakal Calon Anggota 12 Partai Amanat Nasional (PAN)
DPRD Provinsi Jawa 13 PartalBulan Bintang (°88)
Barat 4. Partai Demokrat

15.  Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

16.  Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17.  Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18, Partai Ummat

BAWASLU

'BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT

WAKTU PENGAJUAN
PERBAIKAN
9 Juli 2023 pukul 15.04 WIB
9 Juli 2023 2023 pukul 21.30
wi

9 Jull 2023 pukul 15.48 WIB.
9 Juli 2023 pukul 21.09 WIB
9 Jull 2023 pukul 15.03 WIB
9Juli 2023 pukul 15.13 WIB
9 Juli 2023 pukul 19.03 WiB
9Juli 2023 pukul 08.17 WIB

9 Juli 2023 pukul 20.05 WIB.
9 Jull 2023 pukul 21.14 WIB
9Juli 2023 pukul 23.12 WIB
9 Juli 2023 pukul 13.27 WiB
9Juli 2023 pukul 22.57 WIB
9 Juli 2023 pukul 17.55 WIB
9 Juli 2023 pukul 21.20 WIB
9Juli 2023 pukul 19.00 WIB
9 Juli 2023 pukul 16.09 WIB
9Juli 2023 pukul 22.43 WIB

WAKTU PENGAJUAN
PERBAIKAN SESUI SURAT KPU
NOMOR: 700

16 Juli 2023 pukul 14.18 WIB
16 Juli 2023 14.06 WIS

15 Juli 2023 pukul 12.30 WIB
14 Juli 2023 pukul 18.27 WIB
16 Juli 2023 pukul 12.16

16 Juli 2023 pukul 15.26 WIB

16 Juli 2023 pukul 13.41 WIB
15 Juli 2023 pukul 19.23

16 Juli 2023 pukul 16.03 WIB
16 Juli 2023 pukul 13.16 WIB
16 Juli 2023 pukul 15,40 WIB
16 Juli 2023 pukul 15.04 WIB
16 Juli 2023 pukul 17.12 WIB
15 Juli 2023 pukul 15.39 WIB
16 Juli 2023 pukul 10.40 WIB
16 Juli 2023 pukul 15.02

KETERANGAN

Lengkap dan diterima 15 dapil
Lengkap dan diterima 15 dapil
Lengkap dan diterima 15 dapil
Lengkap dan diterima 15 dapil
Lengkap dan diterima 15 dapil
Lengkap dan diterima 15 dapil
Lengkap dan diterima 15 dapil
Lengkap dan diterima 15 dapil
Lengkap dan diterima 15 dapil
Lengkap dan diterima 15 dapil

Lengkap dan diterima 15 dapil
Lengkap dan diterima 15 dapil
Lengkap dan diterima 15 dapil
Lengkap dan diterima 15 dapil
Lengkap dan diterima 15 dapil
Lengkap dan diterima 15 dapil
Lengkap dan diterima 15 dapil
Lengkap dan diterima 15 dapil

Catatan Hasil Pengawasan Penetapan DCT-I

= Pengawasan tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa
Barat dilaksanakan pada Hari Jumat, 03 November 2023 di hotel Savoy Homan dimulai pukul 14.30
WIB s.d. Pukul 16.00 WIB. KPU Provinsi Jawa Barat melalui Ketua Divisi Teknis Bpk. Adi Saputro
menyampaikan Rekapitulasi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Pemilu

Tahun 2024;

KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jawa

Barat Pada Pemilu Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
Nomor: 258 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Telah dilakukan Penandatanganan Persetujuan Surat Suara DCT Anggota DPRD Provinsi Jawa

Barat oleh Partai Politik dengan disaksikan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat
beserta Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

+ Pengawasan Penetapan DCT oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dilakukan sebagaimana ketentuan
Pasal 25 Peraturan Komisi Pemlihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota

DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
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KEPATUHAN PROSEDUR COKLIT DAFTAR PEMILIH

Jumlah Pantarlih yang tidak menempelkan Model A Stiker setelah
melakukan proses coklit berjumlah 284 Pantarlih

Jumlah KK yang sudah dilakukan Proses Coklit tetapi belum di tempel
Model A - Stiker berjumlah 647 KK

kejadian pantarlih yang tidak menempelkan Stiker dan jumlah KK yang di
Coklit tidak di tempel stiker berada di 179 Kelurahan/Desa

Jumlah Pantarlih yang mengalihtugaskan proses coklit kepada pihak
yang tidak berwenang (diluar SK) 48 Pantarlih

Jumlah KK yang dilaksanakan coklit bukan oleh petugas Pantarlih
sejumlah 99 KK

¥ BAWASLU

PENGAWAS PEMIIKAN
PROVINSI JAWA BARAT

Catatan Hasil Pengawasan Penetapan DCT-II

+ Bahwa adapun secara umum hasil Pengawasan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada
pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jumlah Calon Legislatif dalam DCT:
Laki— Laki = 1191
Perempuan = 658
Jumlah = 1849

b. Jumlah Calon DPD dalam DCT:
Laki — Laki = 43
Perempuan = 11
Jumlah = 54

+ Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam Pleno menyampaikan catatan hasil Pengawasan Pencecrmatan DCT, yang
pada pokoknya masih terdapat Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan dalam DPT dengan
klasifkasi pekerjaan wajib mundur dan/atau diharuskan meny ikan Surat Kep 1 Pemberhentian dari Instansi
Terkait, KPU Jawa Barat dalam menghitung kuota 30 % keterwakilan Perempuan masih menggunakan dasar PKPU 10
Tahun 2023, sehingga diketahui tidak berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung No. 24.

REKAPITULASI DCT DPRD PROVINSI JAWA BARAT PADA PEMILU 2024

R el il el e

T s T o T o =

- = [ = T
fr— Lo P 180 P |
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1 PANTARLIH

PENGAWASAN BAWASLU DALAM TAHAPAN DPT

* Mengawasi pelaksanaan tahapan yang diselenggarakan oleh
PENGAWASAN KPU beserta jajarannya

LANGSUNG/M ELEKAT e Mengawasi pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Daftar

Pemilih sesuai tingkatan

Uji Petik atas Kinerja Coklit Pantarlih

Patroli Kawal Hak Pilih ke Pemilih Rentan/Lokasi Khusus

¢ Penyandingan Data dengan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan

Monitoring dan Supervisi secara berjenjang

PENGAWASAN TIDAK

LANGSUNG

¢ Koordinasi dan konsolidasi stakeholder di masing-masing

PENGAWASAN tingkatan
PARTISIPATIF Sosialisasi bersama masyarakat

Edukasi, kolaborasi, publikasi dan partisipasi masyarakat

FOKUS PENGAWASAN COKLIT DAFTAR PEMILIH

Panwaslu Kelurahan/Desa menguji kebenaran dokumen penetapan Pantarlih melalui
Surat Keputusan dan memastikan kesesuaian antara nama petugas dengan orang yang
melakukan Coklit.

LEGALITAS

KEPATUHAN Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan waktu pelaksanaan Coklit sebagaimana jadwal
JADWAL yang telah ditetapkan selama 30 hari, tidak melebihi batas waktu 30 hari.

KELENGKAPAN Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan kelengkapan formulir wajib dibawa oleh
ALAT KERJA Pantarlih saat melakukan Coklit daftar pemilih.

Panwaslu Kelurahan/Desa diinstruksikan untuk mengamati seluruh tahapan yang menjadi prosedur
KEPATUHAN kerja yang harus dilakukan oleh Pantarlih dalam melakukan Coklit daftar pemilih, antara lain:
PROSEDUR mendatangi pemilih, mencore( pemlllh Tidak Memenuhi Syarat, memperbaiki data yang keliru,
mencatat kan data pemilih baru, dan menempelkan stiker pada
rumah pemilih yang telah dicoklit,

PENILAIAN Panwaslu Kelurahan/Desa mengamati terhadap akurasi pencatatan hasil Coklit oleh
AKURASI Pantarlih, misalnya jumlah KK per TPS, jumlah pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat,
dan jumlah pemilih yang Memenuhi Syarat.

KOORDINASI Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW
PIHAK TERKAIT dalam rangka pelaksanaan Coklit daftar pemilih.

HASIL PENGAWASAN COKLIT DAFTAR PEMILIH

Bahwa ditemukan Pantarlih yang tidak dapat menunjukan SK sebanyak 1638 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan
tertulis serta sudah di tindak lanjuti;

Bahwa ditemukan Pantarlih yang melaksanakan Coklit tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebanyak 249 Pantarlih, Dengan tindak lanjut
berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjuti;

Bahwa ditemukan Pantarlih yang tidak mencatat pemilih i pada kolom ragam disabilitas sebanyak 376 Pantarlih
Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjuti;

Bahwa ditemukan Pantarlih tidak dapat ber ikasi melalui video atau video dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada
dokumen KTP-el jika dalam hal keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan Salinan KTP-el sebanyak 486 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa saran
perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjuti;

Bahwa ditemukan Pantarlih tidak mencatat data Pemilih yang lelah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil 1 dengan kkan surat sebagai anggota Tentara
Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak 264 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan
tertulis serta sudah di tindak lanjuti;

Bahwa ditemukan Pantarlih tidak mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia
dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak 361 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak
lanjuti;

Bahwa ditemukan Pantarlih tidak mencoret data Pemilih yang telah di i dengan me kkan surat keterangan kematian atau
dokumen lainnya sebanyak 344 Pantarlih, Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjuti;

Bahwa ditemukan Pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK sebanyak 103 Pantarlih. Dengan tindak
lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjuti;

Bahwa ditemukan Pantarlih tidak mencatat Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial
Pemilih sebanyak 140 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjuti;

. Bahwa ditemukan Pantarlih tidak berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan Coklit sebanyak 179 Pantarlih. Dengan tindak lanjut berupa

saran perbaikan secara lisan dan tertulis serta sudah di tindak lanjuti.
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FOKUS PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

(DPSHP)

H@E@E@EE@

DATA PEMILIH DATA DATAPEMILIH  DATAPEMILIH  DATA PEMILIH
GANDA ANOMALI SATU KK MENINGGAL STATUS
TERPISAH TPS DUNIA TNI/POLRI

PERMASALAHAN FAKTUAL COKLIT DAFTAR PEMILIH

Terdapat Pantarlih yang masih belum memahami tata cara mekanisme dan prosedur dalam
pelaksanaan Coklit

Terdapat Pantarlih yang belum melaksanakan Coklit karena Permasalahan distribusi Logistik Coklit

Aplikasi e-Coklit yang tidak di gunakan sebagai alat bantu coklit dan menggunakan Model A- Daftar
Pemilih untuk dilakukan coklit secara manual

Terdapat Pantarlih yang mengalihtugaskan Pencocokan dan Penelitian kepada orang lain, misal RT/RW
maupun istri dan anakanya.

Masih terdapat data pemilih yang sudah Meninggal masih tercatat dalam Model A- Daftar Pemilih
Terdapat Pantarlih yang melaksanakan Coklit tidak menempelkan Stiker dikarenakan Habis

Akses data yang sulit dalam melaksanakan Pengawasan Pemutakhiran DPT terutama dalam tahapan
Coklit mengakibatkan pengisian alat kerja tidak dapat terpenuhi

Masih terdapat KK terdampak Relokasi Bencana, Relokasi Pembangunan, Pembebasan Lahan yang
masih memiliki KTP-el Lokasi lama yang berpotensi tidak dapat dilakukan proses pencoklitan.

HASIL PENGAWASAN UJI PETIK DAFTAR PEMILIH

Rekapitulasi jumlah hasil pengawasan Kepala Keluarga di tingkat provinsi 1. Jumish Kepala Kelvarga yang di Uj

Jenis Identifikasi Kepala Keluarga
Kab/Kota Sudah dicoklit dan tidak Belum dicokiit dan sudah  Sudah dicokiit dan sudah  Jumiah Total Petik sebanyak 1753981 (satu juta
ditempel stiker ditempel stiker ditempel stiker Uji Petik tjuh ratus lima puluh tiga ribu

KABUPATEN BOGOR 25 67,182 67,343 Sembilan ratus delapan pulsh satu)
KABUPATEN SUKABUMI 24 1 74,946 74971
KABUPATEN CIANJUR 34 19 76,876 76,929 Kepala Keluarga.
KABUPATEN BANDUNG 301 266 28,306 28873
KABUPATEN GARUT 129 18 143,86 144,007 2. Terdapat data Kepala Keluarga yang
KABUPATEN TASIKMALAYA 609 6 67,589 68,204 Sudah di Coklit dan tidak di tempel
KABUPATEN CIAMIS 24 0 47,314 47338 stiker ‘ssbanyak 2,183 (dua  ribu
KABUPATEN KUNINGAN 15 0 63,879 63,894
KABUPATEN CIREBON 27 17 194,578 194,622 seratus delapan puluh tiga) Kepala
KABUPATEN MAJALENGKA 18 3 77,215 77,236 Keluarga.
KABUPATEN SUMEDANG 177 10 28,028 28215
KABUPATEN INDRAMAYU 100 58 66,412 66,57 3. Terdapat data Kepala Keluarga yang
KABUPATEN SUBANG 23 6 409,134 409,163 Belum di Coklit dan Sudah di tempel
KABUPATEN PURWAKARTA a1 0 250,168 250,209
KABUPATEN KARAWANG 2 9 25,383 25,416 wiker " sebanyaki: 450 (empat rabus
KABUPATEN BEKASI 36 2 54,192 5423 enam puluh enam) Kepala Keluarga
KABUPATEN BANDUNG BARAT 144 8 1135 11,502 -4
KABUPATEN PANGANDARAN 138 0 6,804 6942 .
KOTA BOGOR 16 7 8,954 8,977 4. Terdapat data Kepala Keluarga Hasil
KOTA SHEARLMI o o o] Sl Uji Petik yang sudah di Cokiit dan
KOTA BANDUNG 169 6 23,234 23,409
KOTA CIREBON 14 0 4316 433 Sudah di temple Stiker sebanyak
ROTABERAS] ¥ ¢ ez A0RL sebanyak 1,753,981 (satu juta tujuh
KOTA DEPOK 95 1 1,231 1,327
KOTA CIMAHI 0 0 2,61 2,61 ratus lima puluh tiga ribu Sembilan
KOTA TASIKMALAYA 16 29 13,215 1326 ratus delapan puluh satu) Kepala
KOTA BANJAR 0 0 56,065 56,065

JUMLAH 2,183 466 1,751,332 1,753,981 Keluarga
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FOKUS PENGAWASAN PENYUSUNAN DPS

PENGAWAS PEMILIKAN UMAUM
PROVINSI JAWA BARAT

ﬁ' BAWASLU

KEPATUHAN PROSEDUR PENILAIAN AKURASI IDENTIFIKASI LOKASI KHUSUS
Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Panwaslu Kelurahan/Desa Berdasarkan SE Nomor 4 Tahun 2022
Kecamatan dan Bawaslu mengamati terhadap akurasi tentang Identifikasi Potensi Lokasi
Kabupaten/Kota diinstruksikan untuk pencatatan hasil Khusus Pemilu Tahun 2024 bahwa
mengamati seluruh tahapan yang penyusunan DPS, misalnya Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan
menjadi prosedur kerja yang harus jumlah KK per TPS, jumlah pengawasan melekat terhadap
dilakukan oleh PPS, PPK dan KPU pemilih yang Tidak proses pemutakhiran data pemilih di
Kabupaten/Kota dalam melakukan Memenubhi Syarat, dan lokasi khusus dengan tetap
penyusunan daftar pemilih jumlah pemilih yang berkoordinasi dengan Komisi
Memenuhi Syarat. Pemilihan Umum (KPU) setempat

TUGAS PENGAWASAN PENYUSUNAN DPS

« Salinan DPS diumumkan di kantor kelurahan/desa atau sebutan lain, sekretariat/balai RT/RW atau
tempat strategis lainnya.

* Panwaslu Kelurahan/Desa dapat membuat posko aduan masyarakat terhadap Pemilih yang belum
terdata didalam DPS

* Panwaslu Kelurahan/Desa membantu Pemilih yang belum terdata didalam DPS untuk ditindaklanjuti

oleh PPS.

PENGUMUMAN
DPS

q

MASUKAN DAN « Panwaslu Kelurahan/Desa mencermati data yang tidak lengkap, kemungkinan data
TANGGAPAN belum valid, dan aduan masyarakat belum terdaftar dalam DPS dilakukan bersamaan
MASYARAKAT waktunya saat pengumuman DPS

( « Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan melakukan
PATF?&LLFL/I\'_V'V AL pencermatan kembali data pemilih yang belum masuk dalam
DPS.

HASIL PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

Terdapat 86 (delapan puluh enam) Kecamatan di 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan jumlah
Pemilih dan jumlah TPS dalam Berita Acara Rekapitulasi DPS oleh PPK diluar mekanisme pleno terbuka dan juga
tanpa melibatkan para pihak:

Terdapat 375 Berita Acara rekapitulasi tingkat Kecamatan yang mengalami perbedaan jumlah data Pemilih dan TPS
dengan data rekapitulasi Kabupaten/Kota;

Terdapat selisih 62.900 Pemilih Aktif yang mengalami perbedaan jumlah antara Berita Acara Rekap PPK dengan
Berita Acara Rekap KPU Kabupaten/Kota:

.

Terdapat selisih 301.831 Pemilih Baru yang mengalami perbedaan jumlah antara Berita Acara Rekap PPK dengan
Berita Acara Rekap KPU Kabupaten/Kota:

Terdapat selisih 313.031 Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang mengalami perbedaan jumlah antara Berita Acara
Rekap PPK dengan Berita Acara Rekap KPU Kabupaten/Kota:

Terdapat selisih 7.978 Perbaikan Data Pemilih yang mengalami perbedaan jumlah antara Berita Acara Rekap PPK
dengan Berita Acara Rekap KPU Kabupaten/Kota:

.

Terdapat selisih 22.675 Pemilih Potensial Non-KTP el yang mengalami perbedaan jumlah antara Berita Acara Rekap
PPK dengan Berita Acara Rekap KPU Kabupaten/Kota:

Terdapat data pemilih yang meninggal dunia namun belum dapat dilakukan pencoretan, karena belum adanya surat
keterangan kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

Terdapat 4 (empat) daerah terdampak pembangunan, yaitu: Kabupaten Sumedang, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota
Bandung yang berpotensi hak pilihnya tidak terfasilitasi.
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Potensi Permasalahan Kampanye di Tempat
Pendidikan (1)

* Tempat Pendidikan merupakan ruang yang aman, nyaman, dan
menyenangkan bagi murid atau mahasiswa untuk belajar, dan
juga bagi warga sekolah atau sivitas akademika.

* Untuk itu tempat Pendidikan harus dijaga kondusivitas dan
netralitasnya.

« Jika tidak dijaga kondusivitas dan netralitas tersebut maka
berpotensi terjadinya kerawanan dan pelanggaran hukum.

HASIL PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN (DPSHP)

4.420 Data 5.789 Data 7 Data Pemilih e 11 Anggota

Pemilih Ganda Anomali Satu Keluarga Meninggal Dunia TNI/Polri
Terpisah TPS \ Kab. Karawang (175)

Kab. Karawang Kab. Karawang (33) Kab. Subang (4)

(270) Kab. Bogor (3) Kab. Bogor (13)

Kab. Bogor (83) Kab. Sukabumi (61) Kab. Karawang (2) Kab. Bandung (460)

Kab, Sukabumi Kab. Bandung Kab. Majalengka (3) N Kab, Sukabumi Kab. Sukabumi (3)

(973) (5369) Kota Gmahi (2) A (3740} Kab. Bandung (4)

Kab. Bandung Kab. Ciamis (1) ) Kab. Kuningan (670) Kab. Kuningan (1)

(2908) Kota Tasik (228) \ :‘;7"6)"‘“'"“‘&“ Kab. Bandung Barat

) 2)

Kab. Bandung Barat Kab. Pangandaran Vo Bt Barut (: i

(a6) (17) : (286) Kab. Ciamis (1)

Kab. Clamis (66) Kab. Taslkamalaya | \ Kota Cimahi (2)

Kab. Majalengka 77) | | Kota Sukabumi (22)

(61) Kab. Ciamis (2)

Kab. Pangandaran A Kota Tasik (30)

(12) Kab, Pangandaran

Kab. Tasikmalaya (49)

) Kab. Tasikmalaya (6)

CATATAN HASIL PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DPT

Fokus Pengawasan:

1. Memastikan Hak Pilih Warga Negara Terlindungi; Kabupaten Bogor

2. Memastikan Daftar Pemilih telah disusun secara Kabupaten Cianjur Sudah Ditindaklanjuti
akurat, absah, aktual dan komprehensif Kabupaten Bandung Sudah Ditindaklanjuti

3. ikan Prosedur i i dan KabupatenGarut |  Sudah Ditindaklanjuti |
Penetapan DPT sesuai dengan peraturan Kabupaten Ciamis Sudah Ditindaklanjuti
perundang-undangan yang berlaku. Kabupaten Cirebon Sudah Ditindaklanjuti
Kabupaten Indramayu Sudah Ditindaklanjuti
Bandung Barat Sudah Ditindaklanjuti

Terhadap berbagai persoalan tentang Penyusunan Daftar KT'—E—: 52’::::& z:%—::: g::::g::::::::
Pemilih, Berdasarkan hasil Pengawasan, Bawaslu se- Kota Bandung Sudah Ditindaklanjuti
Provinsi Jawa Barat telah memberikan saran perbaikan/ Kota Cirebon' Sudah Ditindaklanjuti
rekomendasi sebagai bentuk pencegahan dan telah Kota Cimahi Sudah Ditindaklanjuti

ditindaklanjuti oleh kepada KPU sesuai tingkatannya Kota Tasikmalaya Sudah Ditindaklanjuti |
Kota Banjar Sudah Ditindaklanjuti
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'i PELAKSANAAN PENGAWASAN KAMPANYE OLEH BAWASLU PROVINSI
Pasal 4 ayat 2 Perbawaslu No 11 Tahun 2023 ttg Pengawasan Kampanye Pemilu

a. penyusunan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dalam tahapan Kampanye
Pemilu di wilayah provinsi;

b. penentuan fokus pengawasan tahapan Kampanye Pemilu;

c. koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah dan/atau instansi pemerintah
daerah di wilayah provinsi;

d. pengawasan secara langsung;

e. analisis data yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye
Pemilu;

f. penelusuran dan/atau investigasi dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu dalam
tahapan Kampanye Pemilu; dan/atau

g. pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai
pengawasan partisipatif.

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE

LAMPIRAN I

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
NO. | PROGRAM/KEGIATAN I JADWAL
| i AWAL | AKHIR
1| KAMPANYE PEMILU [ | |
a. | Pertemuan Terbatas, Perternuan Tatap Selasa, 28 November | Sabtu, 10 Februari
Muka, Penycbaran Bahan Kampanye 2023 2024
kepada umum, Pemasangan Alat |
Peraga Kampanye di tempat umum,
Debat Pasangan Calon Presiden dan

|
i b. | Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Minggu, 21 Januari | Sabtu, 10 Februari
Massa Cetak, Media Massa Elektronik 2024 2024
| | dan Media Daring | | )
c. | Masa Tenang | Minggu, 11 Februari | Sclasa, 13 Februari
i 2024

2 | KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN

WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA |

[= Kampanye Pemilu | Minggu, 2 Juni 2024 | Minggu, 22 Juni
— ! 2024
b. | Masa Tenang ["Minggu, 23 Juni 2024 Sclasa, 25 Juni
gl | = 2024

Larangan Kampanye Pemilu di Tempat
Pendidikan Paska Putusan Mahkamah
Konstitusi

Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menegaskan larangan penggunaan fasilitas
pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan. Namun dalam bagian Penjelasan
Pasal tersebut dinyatakan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat
pendidikan dapat digunakan jika peserta Pemilu hadir tanpa atribut kampanye Pemilu
atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan
tempat Pendidikan. Adapun yang dimaksud tempat Pendidikan adalah gedung dan/atyau
halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

Putusan MK Nomor 65/PII-XXI/2023 yang dibacakan tanggal 15 Agustus 2023 telah
meletakkan norma baru sehingga Pasal 280 ayat (1) selengkapnya berbunyi
“menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan, kecuali
untuk fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan sepanjang mendapat izin dari
penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye”.
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"

,7 Imbauan 1: Larangan Kampanye pada Hari Buruh

RAWAN

TINGGI :

JAWA .
BARAT =

RAWAN
KE-4 DKijakarta | | SulawesiUtara = MalukuUtara

(88,95) (87,48) (84,86)

Potensi Permasalahan Kampanye di Tempat
Pendidikan (2)

» Terjadinya pembelahan institusi pendidikan ke dalam aliran
kekuatan politik tertentu selama pelaksanaan kampanye yang
dapat mempengaruhi suasana pembelajaran.

* Terjadinya polarisasi warga satuan pendidikan atau civitas
akademika, dan bagi Pegawai Negeri Sipil akan berbenturan
dengan prinsip netralitas PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor
94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan
melanggar ketentuan larangan keikutsertaan ASN dalam kegiatan
kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280, Pasal 282, dan
Pasal 283 UU Pemilu.

* Terjadinya diskriminasi dan keberpihakan dalam pengaturan
jadwal dengan banyaknya jumlah peserta Pemilu.

BAWASLU

AWAS |
PROVINSI JAWA BARAT

Aktifitas Pencegahan Menjelang Masa Kampanye

,7 Imbauan 2: Terkait Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi

’— Imbauan 3: Terkait Penertiban Alat Peraga Sosialisasi yang Melanggar

l— Imbauan 4: Terkait Kampanye diluar Jadwal

,7 Surat Intruksi Penertiban APS Melanggar: Koordinasi dengan Stakeholder yang berwenang
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Kolaborasi Pencegahan menjelang masa
Kampanye

L MOU dengan Eomisﬁnformasi

® Perjanjian Kerja Sama dengan POLDA JABAR

¢ Deklarasi Pemilu Damai Kaum Perempuan

¢ Deklarasi Pemilu Damai Kaum Disabilitas

¢ Deklarasi Pemilu Damai Kelompok Santri

¢ Deklarasi Pemilu Damai Saka Adhyasta Pemilu

* Koordinasi dengan Satpol PP Jawa Barat

€€ELLLELL
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Pembinaan Tugas dan Fungsi Pengawas Pemilu

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan peningkatan kapasitas
Pengawas Pemilu di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota di setiap
menjelang Tahapan Pemilu serentak Tahun 2024 dalam bentuk:

* Bimbingan Teknis;

* Penyediaan Wadah Konsultasi;

* Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
* Fasilitasi

Strategi Pengawasan Partisipatif

Adapun beberapa strategi Pengawasan Partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu
Provisni Jawa Barat yaitu dengan beberapa program sebagai berikut:

Pendidikan Pengawasan Forum Warga Pengawasan
Partisipatif 02
R et . 02

Pojok Pengawasan Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi

03 o . oo 04

Kampung Pengawasan Partisipatif | Komunitas Digital

4 fung Peng n Partisipatlf acalah suatu keglatan yang 06

awasan Partisipatf adalah suatu f

29



" BAWASLU

'BADAN PENGAWAS PEMUINAN
PROVINSI JAWA BARAT

Kab. Majalengka 100

Kab. Bandung 67.71

KERAWANAN KABUPATEN/KOTA
DIMENSI PARTISIPASI

Kota Tasikmalaya 0.26

Kota Cirebon 0

L Kab.SumedangQ
— Kota Bekasi 0
{— Kab.Garut0
f— Kab. Purwakarta O
— Kab. Cirebon0
L Kab.Bogor 0

‘— Kota Bandung 0

PER DIMENSI IKP

KONTEKS SOSIAL
DAN POLITIK

Maluku Utara (100)
Sulawesi Utara (89,58)
Papua (80,53)

DKI Jakarta (78,27)
Yogyakarta (75,87)

Kalimantan Timur
(72.70)

Sumatera Utara (72.61)
Papua Barat (72.33)
Kalimantan Selatan
(66.96)

G BAWASLY

PEGAMAS
PROVINSI JAWA BARAT

PENYELENGGARAAN
PEMILU

Kalimantan Timur (100)
Sumatera Utara (94,29)
DKl Jakarta (92,36)
Jawa Tengah (91,67)
Sulawesi Utara (91,60)
Banten (89,43)

Maluku Utara (86.48)

Lampung (81.13)
Sulawesi Tenggara
(80.48)

Kab. Subang 0

Kab. Indramayu 0
— Kab. Ciamis 0
|— KotaBanjar 0
— Kab. Bandung Barat 0
t— Kab. Tasikmalaya O
f— Kab. Kuningan 0

|— Kab. Pangandaran 0

— Kab.Bekasi0

sl

KONTESTASI

Maluku Utara (100)
DKI Jakarta (96.09)
Lampung (89,30)

Bangka Belitung
(79,10)

Sulawesi Utara (73,96)
Bali (71.32)

Nusa Tenggara Timur
(68.96)

Gorontalo (65.65)
Riau (62.96)

Kab. Karawang O

Kab. Sukabumi 0

—— Kota Depok O

Kota Sukabumi O

t—— Kota Cimahi 0

—— KotaBogor 0

L— Kab. Cianjur 0

3 BAWASLU

Kepulauan Riau (87,01)
Sulawesi Tengah
(87,01)

Papua (64,72)

Kalimantan Timur
(30.92)

HASIL SCORING IKP KABUPATEN/KOTA PEMILU

Kab. Bandung 91.5887

Kab. Majalengka 67.1395
Kab. Tasikmalaya 65.4239
Kab. Cirebon 64.7942

Kab. Bandung Barat 59.9347
Kota Bekasi 55.4842

Kota Tasikmalaya 51.2801
Kab. Kuningan 51.0987

Kab. Cianjur 50.6529

Kab. Karawang 46.2969
Kota Sukabumi 46.0925
Kab. Bogor 45.8336
Kab. Garut 38.9472
Kab. Ciamis 36.2260
Kab. Sukabumi 32.6387
Kab. Sumedang 31.6563

Kab. Indramayu 30.748

30

2024

Kab. Subang 30.7301

Kota Cirebon 28.4517
—— Kota Cimahi 26.1731
— Kota Bogor 21.5482
— Kab. Pangandaran 21.4091

—— Kota Banjar 19.8318

— Kab. Purwakarta 18.6518

L— Kab. Bekasi 14.5544

Kota Depok 13.2152

Kota Bandung 11.9559
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PROVINSI JAWA BARAT

Kab. Bandung 100
Kab. Tasikmalaya 86.67

Kab. Bandung Barat 71.76

KERAWANAN KABUPATEN/KOTA
DIMENSI SOSIAL POLITIK

Kab. Sumedang 54.85
Kab. Majalengka 54.07
— Kab. Cirebon 49.09
— Kab.Subang 46.04
I— Kab.Garut45.95

— Kab. Indramayu 45.85
— Kab. Sukabumi44.31
|— Kab.Bogor43.64

| Kab. Karawang41.34

f— Kab. Kuningan 38.08

L Kab. Ciamis 35.67

Kota Cirebon 35.67

Kota Sukabumi 31.53
I KotaBanjar 24.84

I~ Kab.Cianjur 23.35

—— KotaTasikmalaya 20.23
— Kab. Purwakarta 19.49
— Kab. Pangandaran 15.71
— KotaBekasi13.93

}— Kota Bandung 11.01

— Kota Depok 9.96

‘— KotaCimahi9.78

Kab. Bekasi 6.56

Kota Bogor 5.53

" sawasty KERAWANAN KABUPATEN/KOTA DIMENSI
AT PENYELENGGARAAN PEMILU

TUM
PROVINSI JAWA BARAT

Kab. Bandung 92.29
Kota Bekasi 92.12
— Kota Tasikmalaya 88.65
— Kab. Cianjur 85.18
— Kab. Cirebon 83.48
f— Kab. Tasikmalaya 76.10
— Kab, Majalengka 74.62

f—— Kab. Kuningan 70.67

L Kab. Bogor 68.66

Kota Sukabumi 64.95
Kab. Bandung Barat 62.90
— Kota Cimahi 55.50
t—— Kab. Ciamis 52.52
|— Kota Cirebon 52.47
—— Kab, Karawang 47.02

—— Kab. Indramayu 39.78

L— Kab.Subang 36.86

Kab. Pangandaran 36.73
Kab. Purwakarta 34.15
—— Kab. Bekasi 33.64
— Kab. Sukabumi 32.75
|— Kota Depok27.70
f—— Kota Bogor 24.02

— Kab.Garut23.64

L— Kota Bandung 23.64

Kab. Sumedang 12.11

Kota Banjar 0

é

KERAWANAN KABUPATEN/KOTA
DIMENSI KONTESTASI

£ BawAsLy

PROVINSI JAWA BARAT

Kab. Bandung 90.99

Kab. Cirebon 79.27
— Kab.Garut 70.23
|- Kab. Karawang 69.07
f—— Kota Bekasi 66.87

f—— Kab. Bandung Barat 66.63

f—— Kab. Majalengka 56.74

L— Kab. Kuningan 55.85

Kota Banjar 52.50

Kota Sukabumi 51.68
f— Kab. Tasikmalaya 50.26
f— Kab.Sumedang48.98
— Kota Tasikmalaya 48.42

—— Kab. Cianjur47.92

L— Kota Bogor 43.71

Kab. Sukabumi 32.92

Kab. Bogor 31.84
— Kab. Ciamis 26.55
f— Kab.Subang 17.17
f— Kab. Indramayu 13.01

t— Kab.Pangandaran 12.84

L— Kota Cimahi 9.77

Kab. Purwakartal.65

Kota Cirebon 0
Kota Depok 0
Kab. Bekasi 0

Kota Bandung 0

#
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SEGEL
JUMLA| JUMLAH | JUMLAH [~ TOTAL
N NAMASATIER HKEC|DESKEL| ~ TPs | keBUTUHA [ToTALKIRM| sisa | PERSGATAS
N
2 3 7y
(ABUPATEN BOGOR 0 35 10000 %
SUKABUMI 47 386 10000 %
CIANJUR 32 360 9505 %
BANDUNG 280 700,00 %]
N GARUT 442 10000 %
N TASKMALAYA 351 10000 %]
CAMS 265 100,00 %]
= KUNINGAN 32 376 10000 %
\ CREBON 40 424 100,00 %
MAJALENGKA 2% 343 10000 %]
SUMEDANG 26 277 100,00 %)
JENIS LOGISTIK NDRAMAYU TR - 100,00 %
SEGEL ATEN SUBANG 30 253 100,00 %)
PATEN PURWAKARTA 17 192 100,00 %]
) 30 309 10000 %)
g 23 187 10000 %)
1 165 10000 %
68 X
33
151 %|
22
56 o)
63 %
15 %)
69 10000 %
25 100,00 %
93 : : ; [ 10000 %
5957 | 180457 | 13.538.236 | 13.496.861 | 41975 | 99,60 %)
BAWASLU

i

PSAESE - ANTISIPASI KERAWANAN

Membangun kerjasama dengan stakehoders kepemiluan terutama kementrian/lembaga dan
organisasi masyarakat terutama yang berbasis keagamaan dan kemasyarakatan.

Mendorong komitmen dan pernyataan bersama dari peserta pemilu untuk tidak melakukan politisasi
SARA dalam melakukan pendekatan dan meraih simpati pemilih.

Mendorong peserta pemilu dan calon untuk menggunakan media sosial resmi dalam melakukan
kampanye dan berkomunikasi dengan netizen. Penyusunan peraturan KPU dan Perbawaslu perlu
lebih banyak memberikan penguatan terhadap media sosial sekaligus memberikan sanksi yang
cepat dan efektif jika terdapat pelanggaran.

Bekerjasama dengan kementrian/lembaga terkait dengan penggunaan dan penyalahgunaan media
sosial dalam momentum politik diantaranya Kominfo dan POLRI

Membangun kerjasama dengan semua pihak yang memiliki informasi dan data terkait dengan
kelompok rentan dalam pemilu.

Mengembangkan materi sosialisasi dan peng: 1 partisipatif yang sesuai dengan keadaan dan
kemampuan akses bagi setiap kelompok rentan.

¥ BAWASLU

AN PENGAWAS PEMILIAN
PROVINSI JAWA BARAT

HASIL PENGAWASAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK TAHAP |
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KOTAK SUARA
JUMLA| JUMLAH
N NAMASATKER HKEC | DESKEL
] p) 3 )
1__[KABUPATEN BOGOR 435
2 [KABUPATEN SUKABUMI 386
3 |KABUPATEN CANJUR 360
4__|KABUPATEN BANDUNG 280
5 _|KABUPATEN GARUT 442
6 __|KABUPATEN TASKMALAYA 39 351
7__|KABUPATEN CIAMIS 27 265
2 & 8 |KABUPATEN KUNNGAN 176
N 9 __|KABUPATEN CIREBON 2
10| KABUPATEN MAJALENGKA 343
11_|KABUPATEN SUMEDANG. 7
JENIS LOGISTIK 12_|KABUPATEN NDRAMAYU I
13 _|KABUPATEN SUBANG 253
KMAK sum 14 |[KABUPATEN PURWAKARTA 1 192
15_|KABUPATEN KARAWANG 30| 309
e P 16_|KABUPATEN BEKASI 2 187
Lo 17_|KABUPATEN BANDUNG BARAT| 1 165
18_|KOTA BOGOR 68
19_[KOTA SUKABUMI 3
20 _|KOTA BANDUNG 3 151
21 |KOTA CIREBON 5 2
22_[KOTA BEKASI T
23 _|KOTA DEPOK 1
24 [KOTA CIMAHI
25 |[KOTA TASKMALAYA
26_|KOTA BANJAR
27_[KABUPATEN PANGANDARAN
OTAL
BLIK SUARA
[JUMLA | JUMLAH JUMLAH
no SAMAESTRE HKEC [DESKEL|  TPS TOTALKIRM|  SISA PE:?(';"';“S
] 5 0 11
435 15228 60852
386 000 32.000
360 278 29112
280 11034 44,136
442 000 32.000
351 096 304 |-
265 943 772
~ 376 596 354
\ 424 938 772
343 935 740
JENIS LOGISTIK £ i =
BILIK SUARA 253 824 306 |-
192 693 772
\ ) 309 6.890 27560
R ~ 187 8417 33,668
165 5088 20352
68 2913 11652 -
33 993 002~ 6] 100,
151 424 29,696 | 10000
2 026 1a]- 0] 100
56 078 28312 110000
63 570 22.280 110000
15 560 240 -| 10000
69 997 988 10000
25 611 464 |- 20| 10082 %
%3 1346 384 1100002
5957 140457 561854 |- 26 | 100,

Status kendaraan operasional yang ada di Bawaslu
Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai berikut :

“ NAMA SATUAN KERIA

Y B2waslu Provinsi Jawa Barat
] awaslu Kabupaten Bandung.
Bawaslu Kabupatan Bandung Barat
‘Bawaslu Kabupaten Bekasi
Bawaslu Kabupaten Bogor
Bawaslu Kabupaten Ciamis
Bawaslu Kabupatan Ganjur
] Bawaslu Kabupaten Cirebon
] Bawaslu Kabupaten Garut
T Bawaslu Kabupaten Indramayu
T eawasiu Kabupaten Karawang
Bawaslu Kabupaten Kuningan
Bawaslu Kabupaten Majalengka
F¥] Bawaslu Kabupaten Pangandaran
[ Bawaslu Kabupaten Purwakarta
Bawaslu Kabupaten Subang
Bawaslu Kabupaten Sukabumi
T Bawaslu Kabupaten Sumedang.
BT Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya
Y] Bawaslu Kota Bandung
71 Bawaslu Kota Banjar
£2] Bawaslu Kota Bekasi
Bawaslu Kota Bogor
Y] Bawaslu Kota Cimahi
Bawaslu Kota Cirebon
ET] Bawaslu Kota Depok
Bawaslu Kota Sukabumi
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SECARA KESELURUHAN LOGISTIK TAHAP 1 DI
JAWA BARAT SUDAH MENCAPAI

1 KOTAK SUARA 100 %
2 BILIK SUARA 100 %
3 TINTA 100 %
4 SEGEL 99,69 %

PERUSAHAAN & ALAMAT PERUSAHAAN
LOGISTIK

LOGISTIK BILIK SUARA DAN KOTAK SUARA DI 27
KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT DI PRODUKSI OLEH :

PT. CIPTA MULTI BUANA PERKASA

ALAMAT : PERGUDANGAN SENTRA KOSAMBI BLOK G NO. 10-16
KOSAMBI TIMUR, TANGERANG

#

No Nama Kab Kota Alamat Gudang GUDANG KPU KABUPATEN SUBANG,
KABUPATEN JL PALABUAN NO. 8. SUKAMELANG.

Kawasan Industi Cibinong Center 10 ShBANG KEC. SUBANG, KABUI dust " Lits
Industrial Estate (CCIE), Kp. Pasir JAWA BARAT 41211 ) 20 03 RW 10, desa Sidomulyo
1 KABURATEN D e, Do PANGANDARAN
BOGOR : ; Sutang Lo U Kot Mecsoratac enégancaie;
Bantarjat, Kecamatan Cosebiol i
e 1y KABUPATEN e P A eV
wasan Pergudangan JI. Raya [ttt % kvt Panearto e
2 KABUPATEN anmkmm Puwakarta KABUPATEN
Kabupaten Cianjur . o b 2
3 KABUPATEN mm?mm" v naya 2 KaRAWANG Kecamatan Kerawang Timar, Kabupaten
BANDUNG o0 atpeng peoma b KABUPATEN
1, Gudang Tagakurd, 2 Gutang
4 SOTTEN Guntur Kencana, 3. Gudang 13 BANDUNGBARAT (04 dees llmanamekarker. padslerang. 5,
Cibodas
JU Sholen Iskandar No. 5A. 58, 5C Ked:
JI. Raya Timur Ruko Blok 14 KOTABOGOR gl e oo KABUPATEN
5 TASK T oo Kecamaian Sapama et
ipakat i
Kab, Taskmalaya Rt o Bl o ] ==
Gudang KPU Kabupaten Ciamis Jl 15 koTA BANDUNG 40281 KABUPATEN BEKASI
Jenderal Sudirman No.43 Ciamis Kantoe KPU Kota Bandung, . Soekarno 24
g KABUPATEN  Kode Pos 46211 Hatta No.260, Seksjati, Koc. Buahbatu, KOTA SUKABUMI
ClAMIS Gudang Eks Sicepat JI. Raya Kota Bandung, Jawa Barat 40266 25
Clamis Imbanagara, Kabupaten
Clamis GUDANG BENTOEL, JALAN PRONGGOL . KOTA CIMAHI
KABUPATEN  Dosa Gllows RT16 R 04 Kec: 16 KOTACIREBON  NO 33 PEGAMBIRAN, KECAMATAN
7 KUNINGAN  Kramatmulya Kab. Kuningan EERERIHOOK SOTALPERON 47 KOTABANIAR
Gudang KPU Kab Cirebon PT. Gudang KPU Kol Bekasi, Padurenan,
8 KASUENCY Yusmou . Pangeran Antasar 17 KoTABEKAS  Mustkaiaya danPT Alxindo & Alesindo
Purbawinangun No 88 AT 005 AW 016 Kal. Harapan Jaya, Kec.
S e a REKAP GUDANG LOGISTIK
Pantura langut Kecam INAS WrsHouse) Ry Bogor K 412
g KABUPATEN  Lohbener indramayu D i 18 KOTADEPOK  Cbinong. Pabuaran, Kec. Cbinang, 27 KAB/KOTA
INDRAMAYU  pantura jalan baru mp-m Bogor, diwa Barat 16810
widasari Kecamatan Widasari KOTA nts Kormordokaan Kersamenak
Indramayu 19 TROKMALAYA  Kawalo Ko Tashmia
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KENDALA PENGAWASAN

1. JADWAL PENGIRIMAN LOGISTIK YANG TIDAK PASTI DARI KPU

2. PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) KPU YANG BELUM
MAKSIMAL

3. ALAT KERJA YANG BELUM MAMPU MEMOTRET SECARA KUANTITATIF

4. TERDAPAT GUDANG LOGISTIK DI KOTA DEPOK YANG LETAK GUDANGNYA
DI KABUPATEN BOGOR (NAS WAREHOUSE) JL RAYA BOGOR KM 41,2
CIBINONG, PABUARAN, KEC. CIBINONG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT
16810

§ g Bawasty

PROVINSI JAWA BARAT

Fasilitas/sarana prasarana dan personil Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Fasilitas kantor Bawaslu di Provinsi Jawa Barat untuk status penggunaannya ada 13 kantor status
pinjam pakai dan 14 kantor sewa serta 1 kantor status penggunaan sementara dengan rincian
sebagai berikut:

NAMA SATUAN KERJA STAIUSSEDUNG | 15/Bawaslu Kabupaten Purwakarta
" BANGUNAN [ETJ Bawaslu Kabupaten Subang Pinjam Pakai
Y 8awaslu Provinsi Jawa Barat Pinjam Pakai ‘Bawashi Kabupatan Sukab i s

m Bawaslu Kabupaten Bandung Pinjam Pakai
] Bawaslu Kabupatan Bandung Barat  Sewa m Bawaslu Kabupaten Sumedang Pinjam Pakai

m Bawaslu Kabupaten Bekasi Pinjam Pakai m Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Sewa

K] Bawaslu Kabupaten Bogor Sewa [ET] Bawaslu Kota Bandung Sewa

3 Bawaslu Kabupaten Ciamis Pinjam Pakai [E2] Bawaslu Kota Banjar Pinjam Pakai
Bawaslu Kabupatan Gianjur Sewa [EZ] Bawaslu Kota Bekasi Sewa

m Bawaslu Kabupaten Cirebon Sewa m Bawaslu Kota Bogor Sewa

] Bawaslu Kabupaten Garut Sewa. [EZ] Bawaslu Kota Cimahi Pinjam Pakai
BaeydKatidpater ndmmayd Sewa E Bawaslu Kota Cirebon Pinjam Pakai
Bawaslu Kabupaten Karawang Sewa _

Bawaslu Kabupaten Kuningan Pinjam Pakai m Bawashs kota Defaok EIDi R
TR G M EE e Pinjam Pakai [EZ] Bawaslu Kota Sukabumi Pinjam Pakai
Bawaslu Kabupaten Pangandaran Sewa m Bawaslu Kota Tasimalaya Sewa
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Kondisi Personil

Untuk kondisi personil di Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Lingkungan Bawaslu
Provinsi Jawa Barat secara umum masih menghadapi beberapa persoalan, salah satu yang paling utama adalah
terkait pengisian jabatan Struktural Eselon Ill dan Eselon IV.

Kekosongan pejabat definitive Kepala Bagian di Bawaslu Provinsi dan Jabatan Kepala Sekretariat dan Kepala
Subbagian di Bawaslu Kabupaten/Kota masih belum sepenuhnya terselesaikan samapai dengan bulan Desember
2023. Jabatan — jabatan struktural ini sangat dibutuhkan kewenangannya untuk mendorong optimalisasi proses
bisnis yang sedang berjalan agar percepatan pelaksanaan program kerja baik yang bersifat tahapan maupun non
tahapan sebagai perpanjangan tangan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Terkait dengan jumlah pegawai yang saat ini ada di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat rinciannya adalah
163 orang ASN, 298 orang PPNPNS Pelaksana Teknis dan 122 orang Tenaga Pendukung, sehingga total seluruh
pegawai adalah 583 orang. Sementara untuk penugasan ASN dari Pemerintah Daerah sebagai salah satu langkah
penambahan personil untuk menghadapi penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 belum terlihat, sebab sampai saat
ini yang terjadi hanyalah pergantian personil ASN dari Pemda yang sudah habis masa penugasannya ditarik
kembali ke instansi dan kemudian di gantikan oleh ASN penugasan lainnya.

Untuk Jumlah P di tingkat Kec di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1881 Panwascam dan 5.957
Pengawas Desa/Kelurahan dan segera direkrut Pengawas TPS sebanyak 148.000 orang.

Jaminan Asuransi

Untuk jaminan asuransi, saat ini Bawaslu Provinsi Jawa Barat Kerjasama dengan BPJS Kesehatan
dan BPJS Ketenagakerjaan. Total Pegawai yang mendapat jaminan asuransi tersebut sebanyak 554
orang dengan rincian sebagai berikut:

B R n_
NAMA SATUAN KERIA Bawaslu Kabupaten Purwakarta 21 orang 21 orang
m— BPJS KESEHTAN  BPJS KETENAGAKERIAAN

Bawaslu Provinsi Jawa Barat 44 orang 44 orang Bawaslu Kabupaten Subang 22 0rang 22 orang
‘ Bawashs Kabupaten Bandung 210rang 21 orang Bawaslu Kabupaten Sukabumi 21 orang 21 orang
‘ Bawaslu Kabupatan Bandung Barat 180rang 18 orang [T Bawasiu Kabupaten Sumedang 19 orang 19 orang
[T Bawasiu Kabupaten Tasikmalaya 18 orang 18 orang
waslu Kabupaten Bekasi 23 orang 23 orang
m Bawaslu Kota Bandung 17 orang 17 orang
I s2vvasi kabupaten Bogor 1500308 15 orang [BER! Baveaslu Kota Banjar 16 orang 16 orang
- Bawaslu Kabupaten Ciamis 210rang 21 orang ET] Bawaslu Kota Bekasi 17 orang 17 orang
Bawaslu Kota Boy 17 17
Bawaslu Kabupatan Cianjur 210rang 21 orang ] ovesiu il ekl Skt ]
BT savaslu kota Cimahi 16 orang 16 orang
[ savastu Kabupaten Girebon 220rang 22 orang
Bawaslu Kota Cirebon 17 orang 17 orang
K] 8awasiu Kabupaten Garut 220rang 22 orang
[T Bawasiu Kabupaten Indramayu 19 orang 19 orang waslu Kota Depok 19 orang 19 orang
Bawaslu Kabupaten Karawang 16 orang 16 orang Bawaslu Kota Sukabumi 19 orang 19 orang
Bawaslu Kabupaten Kuningan 210rang 2lorang [T savastu Kota Tasimalaya 15 orang 15 orang
n Bawaslu Kabupaten Majalengka 200rang 20 orang. 'OTAL 554 orang 554 orang
BB sawasiu Kabupaten Pangandaran 17 orang 17 orang
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"3 BAWASLU

PROVINSI JAWA BARAT

Pendanaan Hibah NPHD-1

Terkait pendanaan hibah pemilihan serentak tahun 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah
dilaksanakan Penandatangan NPHD secara serentak pada tanggal 10 November 2023 di Kantor
Gubernur Provinsi Jawa Barat. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.381-
Kesbangpol/2023 tanggal 27 Juni 2023, tentang Komponen Pendanaan Bersama antara
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pilkada
Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat dimana Usulan Bawaslu Provinsi Jawa Barat
memuat alokasi anggaran honorarium sebesar Rp 309.948.805.000 dengan rinci/an Honorarium
Panwascam, PKD, PTPS, Pokja di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta memuat anggaran
untuk iuran BPJS ketenagakerjaan dan belanja barang jasa operasional di tingkat Bawaslu
Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 33.634.646.000.

"3 BAWASLU

PROVINSI JAWA BARAT

Pendanaan Hibah NPHD-2

Atas susulan tersebut telah dilakukan pembahasan Bersama tim TAPD dan sementara Tim TAPD
sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyepakati alolasi anggaran untuk Basawlu
Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 305.222.813.000 dengan rincian pencairan pada tahun anggaran
2023 adalah sebesar 122.089.125.200 atau 40% dari total alokasi anggaran dan tahun anggaran
2024 sebesar 183.133.687.800 atau 60%, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menandatangini
NPHD dengan nomor 112/KU.17/Bakesbangpol dan 381/HK.02/K.JB/11/2023 pada tanggal 09
November 2023 berikut 24 Kab/Kota yg ada di Provinsi Jawa Barat, adapun untuk Bawaslu
Kabupaten Garut NPHD ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2023, Bawaslu Kabupaten
Sumedang pada tanggal 20 November 2023 dan Bawaslu Kabupaten Majalengka pada tanggal 21
November 2023

. CATATAN DAN KESIMPULAN KUNJUNGAN KERJA DI MASA
RESES KOMISI I DPR RI

1. Komisi Il DPR mengingatkan kepada PJ Gubernur Jawa Barat
untuk segera menyampaikan kepada 5 (lima) Kepala Daerah yang
masih belum menuntaskan alokasi dan tanda tangan Hibah NPHD
sebesar 40% diantaranya Kabupaten Sumedang, Kota Depok,
Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor dan Kota
Tasikmalaya.

2. Komisi Il DPR mengimbau agar PJ Gubernur Jawa Barat
menjalankan Surat Edaran Bersama Mendagri tentang pemberian
Asuransi BPJS kepada semua penyelenggara Ad Hoc Pemilu baik
KPU maupun Bawaslu, selain itu juga hendaknya dapat
menganggarkan untuk pengamanan Pemilu bagi Polri dan Satpol
PP.

3. Komisi II DPR mengingatkan kepada KPU Jawa Barat agar
melakuan Langkah Preventif terkait pengamanan Logistik Pemilu,
dimana saat ini sampai dengan bulan Februari 2024 masih akan
terjadi musim hujan dan potensi banjir sehingga akan berpengaruh
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10.

pada penyimpanan dan distribusi logistik Pemilu, apabila Gudang
tidak maksimal untuk dipindahkan.

Komisi Il DPR mengingatkan KPU Jawa Barat agar Distribusi
Logistik terutama Surat Suara Pemilu 2024 tepat waktu sampai di
Gudang KPU Kabupaten/Kota serta terdistribusi ke TPS jangan
sampai telat hingga TPS mau dibuka di tanggal 14 Februari.
Distribusi surat suara Pemilu juga jangan sampai ada yang lalai dan
salah dalam pengiriman, sehingga tidak tertukar daerahnya
terutama pada Provinsi-Provinsi dan Kabupaten Kepulauan dan
yang terluar dan jauh terpelosok.

Komisi Il DPR mengingatkan kepada KPU Jawa Barat terkait
dengan target partisipasi pemilih mencapai 82%, bukan sekedar
mudah diucapkan dalam angka tetapi hendaknya KPU Jabar harus
berkeja keras dan diperlukan terobosan dan langkah-langkah
khusus dalam mengajak masyarakat untuk mencapai target
tersebut.

Adanya pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran proses
tahapan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat di beberapa
KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Komisi II| DPR meminta agar
KPU pada setiap tingkatan untuk mematuhi dan melaksanakan
laporan Bawaslu sehingga semua proses berjalan secara lancer
sesuai dengan peraturan yang ada.

Komisi Il DPR berharap agar hendaknya Provinsi Jabar dapat
menjadi Role Model dalam pelaksanaan suksesnya Pemilu tahun
2024, hal ini dikarenakan Provinsi Jabar Wilayahnya sangat luas
dan Pemilinya DPT nya terbesar.

Komisi Il DPR mengingatkan kembali kepada KPU Provinsi Jawa
Barat agar permasalahan DPT harus bebas dan bersih dari
permasalahan pemilih ganda, pemilih siluman, pemilih dimana
penduduk yang belum kawin atau belum mencapai usia 17 tahun
tetapi sudah terdaftar dalam DPT, juga bersih dari data pemilih
yang alih profesi warga menjadi TNI POLRI.

Komisi Il DPR mengingatkan terkait permasalahan pelanggaran
Netralitas ASN termasuk Pj Gubernur Jabar dan Pj Kepala daerah
Kabupaten/Kota dalam tahapan kampanye dan pemungutan suara
Pemilu 2024, hendaknya Bawaslu di setiap tingkatan jika
mendapatkan temuan harus punya keberanian untuk menindak,
sehingga jagan terkesan melakukan pembiaran dan tebang pilih
dalam pelanggaran Netralitas ASN.

Komisi I DPR mengingatkan kepada KPU RI tentang
permasalahan seleksi KPU Kabupaten Sukabumi dan KPU Kota
Sukabumi yang hingga saat ini belum dilantik sementara Tahapan
Pemilu sudah masuk pada Tahapan Krusial Kampanye dan
pengadaan dan distribusi Logistik Pemilu 2024.
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11.Komisi Il DPR mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dan
Bawaslu di setiap tingkatan untuk tidak menghalangi Ketua RT dan
Ketua RW berserta perangkatnya dengan melarang terlibat
kampanye, sementara melarang RT dan RW dalam kampanye
tidak ada aturan mengatur tentang hal tersebut.

12.Terkait dengan simpang siurnya pelarangan pemberian uang
transport dan uang makan dari Peserta Pemilu, hendaknya KPU
dan Bawaslu dapat melakukan sosialisasi secara langsung
terhadap Keputusan KPU yang melarang pemberian uang makan
dan transport kepada masyarakat dalam bentuk uang. Dalam
Perbawaslu tentang pengawasan kampanye juga
memperbolehkan biaya makan dan transport peserta kampanye,
sehingga Pengawasan Bawaslu tentang hal tersebut harus juga
clear sampai ke Panwaslu.

13.Komisi Il DPR mengingatkan agar Pemerintah Daerah memastikan
Blangko e-KTP cukup tersedia dalam percetakan untuk pemilih
yang telah terdaftar maupun pemilih tambahan, Temuan Komisi Il
saat berkunjung ke satu Kabupaten masih terjadi kekurangan
blangko e-KTP mencapai 10 rb an blangko. Untuk itu Pemda
hendaknya berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri
terkait ketersediaan blangko, karena jika permasalahan pada
Anggaran, Komisi Il DPR menjamin tidak ada permasalahan
anggaran untuk pengadaan blangko e KTP, dimungkinkan masalah
distribusinya dan kuota setiap daerah yang diatur oleh pejabat
Kemendagri.

14.Komisi Il DPR mengharapkan agar Bawaslu dalam setiap tingkatan
pada Tahapan Kampanye, Pemungutan dan Perhitungan Suara
dan masa tenang Pemilu 2024, apabila terdapat pelanggaran-
pelangaran diutamakan melakukan tindakan yang preventif,
sehingga tidak semua pelanggaran dijadikan temuan untuk
diproses dan nyatanya temuan dan aduan tersebut juga tidak
sampai pada proses tindak lanjut.

15.Komisi Il DPR mengingatkan Permasalahan pelanggaran
Netralitas, terutama terhadap POLRI, TNI dan ASN jangan menjadi
permasalahan dan citra buruk pemerintah.

16.Komisi Il DPR juga mengingatkan antisipasi pada hari pemungutan
dan perhitungan suara terhadap keselamatan dari penyelenggara
badan Ad Hoc Pemilu sehingga tragedi meninggal dunia tidak
terjadi lagi seperti Pemilu 2019.

17.Komisi I mengingatkan agar KPU dan Bawaslu dalam menentukan
personil Badan Ad Hoc juga memperhatikan Keterwakilan terhadap
kuota Perempuan, yang bukan saja hanya formalitas tetapi pihak
penyelenggara dapat menjalankan ketentuannya.

18.Komisi Il DPR mengingatkan akan Potensi pelanggaran dan
kecurangan Pemilu akan terjadi dimana-mana secara masif,
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termasuk jual beli suara dan money politic yang sering terjadi di
Pemilu, Pilpres dan Pilkada tanpa terhindarkan dan sulit tertangani
oleh Pengawas Pemilu dan bahkan dari Pihak Kepolisian, dengan
durasi waktu yang sedikit dan personal pengawas yang terbatas
menjadi permasalahan tersendiri dan menjadi evaluasi terhadap
legislasi yang ada mengatur tentang Pemilu dan Pilkada.

19.Bagi Komisi Il DPR, parameter Pemilu harus berjalan dengan tepat
waktu dan berjalan secara Luber, Jurdil, Aman dan Damai. Dengan
melibatkan semua partisipasi kalangan masyarakat, ulama, tokoh,
ormas dan anak bangsa dalam kesuksesan Pemilu yang terbesar
di dunia.

20.Dengan terselenggaranya Pemilu 2024 secara sukses, aman, tertib
dan damai, Komisi Il DPR berharap agar pemimpin yang dipilih
adalah pemimpin yang berkualitas dan dapat menerapkan janji-janji
dan aspirasi kehidupan masyarakat dalam kemajuan bangsa dan
negara.

Jakarta, 12 Desember 2023

Ketua Tim
Kunjungan Kerja Komisi Il DPR RI
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